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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS 

A. Pengertian Waris 

       Kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima 

harta peninggalan (pusaka) dari orang yang telah meninggal 

dunia.
1
 

Waris (harta peninggalan) atau dalam bahasa Arab disebut 

juga (tirkah), merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal dunia baik yang berbentuk benda 

maupun bukan benda.
2
 

 Dari pengertian tersebut dapat  disimpulkan bahwa 

warisan itu tidak hanya berupa harta atau kebendaan saja 

melainkan segala hal yang berkaitan dengan apa yang 

ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia, dapat juga disebut 

warisan baik itu berupa harta pusaka, maupun hutang piutang. 
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 Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia, karena hukum waris pasti akan dialami oleh 

seluruh manusia, baik mereka yang beragama maupun yang tidak 

beragama yang muslim maupun kafir,  karena setiap manusia 

pasti akan mengalami kematian, tanpa terkecuali.
3
 

Karenanya hukum mengenai warisan itu ada yang tertulis 

dan ada yang tidak tertulis, hukum waris yang tidak tertulis itu 

biasa disebut dengan hukum adat, sedangkan hukum yang tertulis 

ialah hukum Islam dan juga hukum  Positif. 

Ilmu mawarits adalah ilmu pokok yang berlandaskan atas 

ilmu fiqih dan ilmu hutang yang berkaitan dengan perhitungan 

warisan bagi orang-orang yang berhak menerima bagian dari 

harta warisan, tujuannya adalah agar setiap orang berhak 

menerima harta warisan itu mendapatkan sesuai bagian yang 

telah ditentukan.
4
  

Ilmu mawarits merupakan salah satu ilmu yang tidak 

mudah untuk dipelajari sekaligus tidak semua orang mau 
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mempelajarinya, disamping karena dinilai sulit, juga dianggap 

tidak penting bagi sebagian orang, meskipun prihal waris ini pasti 

dialami semua orang, karena orang lebih memilih menggunakan 

sistem bagi rata atau musyawarah mufakat sesuai  hukum adat. 

Al-faraidh atau faraidh menurut bahasa adalah jama’ dari 

kata faridhah yang berarti sesuatu yang diwajibkan, yakni sesuatu 

yang diwajibkan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan. Para ahli 

faraid berbeda pendapat tentang pengertian ilmu mawarits atau 

faraidh, namun maksud dari definisi atau pengertian yang 

dikemukakan sama.
5
  

Ilmu faridh atau Fiqih Mawarits adalah ilmu yang 

membicarakan hal ihwal pengalihan harta peninggalan  dari 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini 

berarti menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi 

orang yang meninggal dunia, siapa saja yang berhak menerima 

harta warisan tersebut dan berapa jumlah atau bagian yang 

didapat oleh setaip ahli waris, dan bagaimana cara 

                                                             
5
 Yusuf Somawinata, “Ilmu Faraidh”, (Tangerang Selatan: Sintesis, 

2013), h.1 



28 
 

menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan 

berdasarkan syariat atau hukum Islam.
6
 

Rasulullah SAW bersabda 

ىۤوۤ ل ۤ وۤ هۤ ف ۤ ۤيۤ قۤ ابۤ مۤ افۤ هۤ لۤ ىۤ أ ۤ ب ۤۤضۤ ائۤ ر فۤۤ واالۤ قۤ لۤ أۤ  ۤرۤ كۤ ذ ۤۤلۤ جۤ ر ۤۤل 
“Berikanlah faraidh atau warisan kepada ahlinya (yang 

berhak menerimanya). Lalu bagian yang tersisa diperuntukkan 

laki-laki yang paling berhak”.
7
 

 

Di dalam kompilasi hukum Islam, Buku ke II Pasal 171 

poin (a) dijelaskan bahwa yang di maksud hukum kewarisan 

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan 

harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing
8
. 

B. Sebab-Sebab Seseorang Mendapatkan Warisan  

       Di dalam hukum Islam tidak semua orang bisa mendapatkan 

warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, melainkan 

hanya orang yang mempunyai ikatan atau disebut juga hubungan 

darah baik dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak. Namun 

                                                             
6
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sebelum menjelaskan tentang apa saja sebab seseorang 

mendapatkan warisan perlu difahami terlebih dahulu bahwa 

dalam hukum waris atau ilmu faraidh ada beberapa hal  yang 

perlu diketahui bahwa ada yang disebut dengan pewaris, ahli 

waris, harta warisan,  dan juga hak-hak yang harus dipenuhi 

sebelum harta warisan dibagikan kepada yang berhak menerima 

harta warisan. 

  Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam 

memiliki dan memanfaatkan harta warisan. Pewarisan dapat 

diberikan kepada seseorang apabila  ada sebab-sebab yang 

mengikat antara pewaris dan ahli waris, yang meliputi: 

a) Perkawinan 

b) Kekerabatan (nasab) 

c) Wala’ (perbudakan)
9
 

    Ketiga sebab seseorang mendapatkan warisan tersebut 

telah disepakati oleh jumhur ulama dan seluruh kaum muslim
10

. 
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Selain ketiga sebab diatas ada pula yang menambahkan bahwa 

sesama muslim termasuk salah satu sebab menerima waris, bagi 

seseorang yang tidak mempunyai ahli waris maka harta warisnya 

akan diserahkan kepada baitul mal dan dipergunakan untuk 

kepentingan kaum muslimin
11

. 

Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan sebagai 

berikut: 

a. Perkawinan, salah seorang suami atau istri secara hukum 

mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya 

(furudhul muqaddarah) dari istri atau suaminya; setengah, 

seperempat atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut 

(ashabul furudh) sababiyah. 

b. Kekerabatan, yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris 

dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas Al-Furu’ 

(keturunan kebawah), Al-Ushul (keturunan ke atas), dan 

Al-Hawasyi (keturunan ke samping). 

c. Wala, yaitu kekerabatan yang ditetapkan secara hukum 

syar’i antara yang memerdekakan budak dengan budaknya 
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 Suhrawardi K Lubis Dan Komis Simanjuntak, “Hukum Waris 

Islam”....h. 56 
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disebabkan adanya pembebasan budak, atau antara 

seseorang dengan orang lainnya disebabkan adanya akad 

muwalah atau muhalafah.
12

 

Sedangkan jika ditinjau dari segi hubungan jauh dekatnya 

kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan 

kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang 

jauh hubungannya. Contohnya: anak laki-laki menjadi 

penghalang bagi saudara perempuan . 

2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan 

kekerabatannya, dan terhalang untuk mewarisi.
13

  

 Artinya dari uraian diatas menjelaskan bahwa sebab-sebab 

seseorang mendapatkan warisan itu ada dua bagian yaitu sebab 

nasabiyah (hubungan nasab) atau kekerabatan dan juga sebab 

sababiyah (adanya sebab) sperti sebab perkawinan dan juga 

wala’. 

                                                             
12

 Yusuf Somawinata, “Ilmu Faraidh”...h. 26 
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 Titik Triwulan Tutik, “Hukum Perdata dalam Sistem Hukum 

Nasional”, (Jakarta: Kencana, 2008),  h. 289 
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 Pernikahan merupakan salah satu sebab seseorang 

mendapatkan warisan, karena pernikahan ialah merupakan ikatan 

lahir batin antara suami dengan istri sehingga keduanya berhak 

satu sama lain untuk saling menjaga, melindungi dan juga 

mewarisi sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur’an surat an-

Nisa: 12:  

   ۤۤ ۤۤ  ۤ ۤ ۤ ۤۤ ۤۤ  ۤ ۤ ۤ

 ۤ   ۤ  ۤ ۤ ۤۤۤ ۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ

  ۤ  ۤ ۤ  ۤ ۤ ۤ ۤ  ۤ  ۤۤ ۤ ۤ  ۤ ۤ

 ۤ ۤ ۤ   ۤۤۤۤ ۤۤ ۤۤ.....ۤۤۤ

 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempun yai anak. jika kamu 

mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....” 

(Q.S An-Nisa: 12)
14
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 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an  Kementrian Agama RI, 
“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h.79 
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 Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan adalah 

perkawinan yang sah menurut syari’at, meskipun dalam 

perkawinan tersebut belum melakukan khalwat atau tinggal 

berdua’an, serta perkawinan yang masih utuh. Perkawinan yang 

telah diputuskan dengan thalaq raj’i yang masih dalam masa 

iddah itu dianggap masih utuh, karena seorang suami masih bisa 

merujuk istrinya, dengan demikian seorang suami istri masih 

berhak untuk saling mewarisi, dan istri yang ditalaq raj’i 

hukumnya seperti istri dan masih mempunyai hak suami istri, 

seperti hak saling mewarisi, selama masih dalam masa iddah 

sebelum salah satunya meninggal dunia.
15

 

 Sedangkan, jika rukun dan syarat perkawinan itu tidak 

terpenuhi sehingga perkawinan itu menjadi cacat atau tidak sah 

menurut syari’at Islam atau pernikahan tersebut dinyatakan fasid 

(rusak) oleh oleh Pengadilan Agama, maka tidak berhak untuk 

mendapatkan warisan atau saling mewarisi jika salah satunya 

meninggal dunia.
16
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 Yusuf Somawinata, “Ilmu Faraidh”... h. 26 
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 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, ”Hukum Kewarisan Islam” 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, h. 74 
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 Jumhur ulama juga sepakat bahwa tidak ada yang dapat 

menghalangi, seorang suami istri untuk saling mewarisi.
17

 

Artinya pernikahan yang sah menurut syari’at merupakan sebab 

bahwa seseorang untuk mendapatkan warisan itu sudah  

disepakati oleh para ulama, dan tidak ada yang dapat mengurangi 

bagian mereka kecuali anak. Sebagaimana firman Allah SWT 

berikut: 

   ۤۤ ۤۤ  ۤۤۤ ۤۤ... 

 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak....” (Q.S an-Nisa: 12)
18

. 

 

 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 

kekerabatan ialah salah satu sebab mendapatkan warisan, baik 

laki-laki maupun perempuan. Setelah sebelumnya pada masa 

Jahiliyah harta warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki yang 

telah dewasa saja, namun anak-anak dan perempuan tidak 

mendapatkan harta warisan
19

. 
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 Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”, Jilid 2, Penterjemah: Fuad 

Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Cet.1 h. 648 
18

 Kementrian Agama RI “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”... h. 

79  
19

 Ahmad Rofiq, “Fiqh Mawaris”.., h. 41  
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 Dapat kita fahami bahwa Islam membawa perubahan, 

salah satunya dalam masalah kewarisan, Islam memberikan 

keadilan kepada setiap ahli waris baik laki-laki dewasa maupun 

anak-anak dan juga terhadap perempuan. Bahwa mereka berhak 

untuk mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan 

oleh seseorang yang telah meninggal dunia.  

 Meskipun begitu, tidak semua yang memiliki hubungan 

nasab atau kekerabat ini mendapatkan harta warisan, karena ada 

yang telah disepakati yaitu dari laki-laki 10 orang dan dari 

perempuan ada 7 orang. Yang lak-laki itu ialah: anak laki-laki, 

cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus kebawah, ayah, kakek 

(ayahnya ayah), dan terus ke atas, saudara laki-laki dari jalur 

manapun; yaitu: dari jalur ibu, ayah, atau salah satu dari 

keduanya, anak laki-laki dari saudara laki-laki, terus kebawah, 

anak laki-laki dari paman dari jalur ayah, terus ke bawah, suami, 

dan maula. Sedangkan yang perempuan ialah: anak perempuan, 

cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah; ibu, nenek, 

terus ke atas; saudara perempuan, istri dan maulah.
20
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 Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”....., Jilid 2, h. 641 
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 Jika semua yang disebutkan itu ada maka yang yang 

berhak menerima warisan yaitu; dari pihak laki-laki ialah: bapak, 

anak laki-laki dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan ialah: 

istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu.
21

 

 Sedangkan yang diikhtilafkan ialah para kerabat (dzu al-

arham), mereka ialah orang-orang yang tidak mendapatkan 

bagian dari harta warisan dalam al-Qur’an dan mereka juga 

bukan merupakan ashobah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, 

sebagian besar fuqaha berbagai kota, dan Zaid bin Tsabit 

berpendapat bahwa golongan ini tidak berhak mendapatkan 

warisan. Sedangkan semua sahabat, para fuqaha Irak, Kufah, 

Bashrah dan sekelompok ulama dari berbagai penjuru 

berpendapat bahwa mereka berhak mendapat warisan
22

. 

 Dzu al-arham adalah orang yang tidak mendapatkan 

bagian tertentu dalam al-Qur’an. Semuanya ada sepuluh 

golongan, yaitu: kakek dari pihak ibu, semua kakek dan kakek 

yang gugur (dari menerima waris),semua cucu dari pihak anak 

                                                             
21

 Sulaiman Rasjid, “Fiqh Islam”, (Jakarta: Sinar Baru, 1992), Cet. 

25, h. 327 
22

 Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”....., Jilid 2, h. 641 
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perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-

anak dari saudara perempuan, anak-anak laki-laki dari saudara 

seibu, paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan dari paman, 

saudara- saudara perempuan ayah,  dan saudara-saudara ibu 

beserta anak-anak perempuan mereka.
23

   

 Adapun yang menjadi dasar pendapat yang mengatakan 

bahwa dzu al-arham berhak mendapatkan warisan adalah Al-

Qur’an surat Al-Anfal ayat:75 berikut; 

ۤ  ۤ ۤ ۤ ۤۤۤ ۤۤۤۤۤ ۤ ۤ ۤ 

 “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang 

bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui segala sesuatu”(Q.S Al-Anfal ayat:75)24.  
 

 Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman. 

  ۤۤ ۤۤ   ۤ  ۤ   ۤۤۤۤ

    ۤ  ۤۤ ۤۤۤۤۤ ۤ ۤۤ 

 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita 

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

                                                             
23

 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, 

“Fiqih Empat Mazhab”,... h. 302 
24

 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an  Kementrian Agama RI 

“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 186 
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kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 

telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).
25

 

 

 Para ulama yang mengatakan bahwa dzu al-arham berhak 

mendapatkan warisan, karena mereka berpendapat bahwa kata 

kerabat (al-qarabah) tersebut digunakan untuk menyebutkan dzu 

al-arham atau orang-orang yang mempunyai hubungan darah. 

Sedangkan yang berpendapat bahwa mereka (dzu al-arham) tidak 

mendapatkan warisan itu karena ayat-ayat tersebut ditakhsis oleh 

ayat-ayat warisan
26

. 

 Allah SWT berfirman: 

 ۤۤ ۤ ۤ  ۤ    ۤ  ۤ  ۤۤ

 ۤ  ۤ  ۤۤۤ

 “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak 

yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu 

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

baik.(QS. An-Nisa: 8).
27

 

 

 Yang di maksud dengan ulu al-qurba dalam ayat ini kaum 

kerabat yang tidak mempunyai hak pembagian harta warisan, 

                                                             
25

 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an  Kementrian Agama RI 

“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 78 
26

 Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”....., Jilid 2, h. 642 
27

 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an  Kementrian Agama RI 

“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 78 
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yang telah ditetapkan oleh syara’. Namun jika dalam pembagian 

harta warisan mereka hadir, maka hendaknya diberi sekedarnya, 

demikian juga halnya dengan anak yatim dan fakir miskin, guna 

menjaga agar tidak ada rasa iri hati, dan hendaknnya ketika 

memberi harus dengan ucapan yang baik, jangan sambil 

mengomel ketika hendak memberikannya.
28

  

  Al-wala’ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang 

memeredekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong 

menolong.
29

 

 Mengenai wala’ yang menjadi sebab seseorang 

mendapatkan warisan ialah karena Rasulullah SAW bersabda di 

dalam sebuah hadits yang shahih ketika Aisyah r.a membebaskan 

seorang budak yang bernama Barirah, kemudian beliau 

menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau 

bersabda: 

,ف إ ن ۤف أ ع ت ق ي  ۤأ ع ت قۤ َّا ب  ت اع ي  ء ل م ن  ۤم اال و لۤ 
 “Belilah, lalu merdekakanlah, karena hak wala‟ itu hanya 

ada pada orang yanng memerdekakan” (H.R Bukhari).
30

 

                                                             
28

 Kadar M. Yusuf, “Tafsir Ayat Ahkam”, (Jakarta: Amzah, 2015), 

Cet. 2, h. 280 
29

 Ahmad Rofiq, “Fiqh Mawaris”,... h. 45 
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 Para ulama sepakat bahwa orang yang memerdekakan 

budak, maka wala’nya adalah milik si budak, mereka juga 

sepakat bahwa si budak tersebut berhak atas warisan yang 

dimiliki tuannya atau orang memerdakannya, jika tuannya tidak 

mempunyai ahli waris, dan budak tersebut mendapatkan ashobah 

jika ahli waris tidak menghabiskan harta warisan.
31

 

 Dapatlah kita fahami bahwa seorang wala’ hanya 

mendapatkan bagian warisan dari pewaris jika si pewaris tidak 

mempunyai ahli waris, atau setelah pembagian harta warisan 

tersebut dibagikan, masih ada sisa sehingga wala’ mendapatkan 

ashabah. 

 Setelah ashobah karena nasab, maka selanjutnya ashabah 

karena hak wala’, yaitu orang yang memerdekakan baik laki-laki 

maupun perempuan.
32

 Sekarang ini hubungan wala’ hanya ada 

pada tataran wacana saja, hubungan wala’ terjadi disebabkan oleh 

usaha seorang pemilik budak untuk memerdekakan budaknya. 

                                                                                                                                      
30

 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, “Al-Lu‟lu Wal Marjan”, Jilid 2, 

Penterjemah: Muslich Shabir, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 303  
31

 Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”....., Jilid 2, h. 684 
32

 Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, “Terjemahan 

Fathul Mu‟in”, Jilid 2, Penterjemah: Moch Anwar Dkk, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2016), Cet  9, h. 1128)  
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 Para ulama berbeda pendapat jika seseorang 

memerdekakan budaknya atas nama orang lain. Imam Malik 

menyatakan: wala’ milik orang yang memerdekakannya atas 

namanya, budak milik orang yang memerdekakan langsung 

terhadap si budak. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam 

Syafi’i berpendapat bahwa: jika budak tersebut mengetahui orang 

yang meminta agar memerdekakannya, maka wala’ milik orang 

memerdakannya. Namun jika tanpa sepengetahuannya maka 

wala’ milik orang memerdekakannya secara langsung.
33

 

C. Sumber Hukum Waris Islam 

       Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hukum waris sudah ada 

sejak zaman jahiliyah, yang pada masa itu sumber hukum waris 

hanya berdasarkan pada hukum adat, yang hanya diberikan 

kepada laki-laki saja yang telah dewasa, sehingga selain daripada 

itu tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. 

Kemudian Islam masuk dan yang menjadi sumber hukum di 

dalam menetapkan dan memecahkan suatu permasalahan ialah 

Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan ijtihad. Apabila suatu masalah 
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muncul kemudian tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-

Qur’an, maka ditetapkan berdasarkan Al-Sunnah, jika tidak 

ditemukan juga di dalam Al-Sunnah maka  ditetapkan 

berdasarkan ijtihad.
34

 

1) Al-Qur’an 

Di dalam surah An-Nisa ayat 7 Allah SWT berfirman: 

  ۤۤ ۤۤ   ۤ  ۤ   ۤۤ ۤۤ

    ۤ  ۤۤ ۤۤۤۤۤ  ۤ ۤۤ 

 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita 

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 

telah ditetapkan”.(Q.S an-Nisa ayat 7).
35

 

 Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki 

maupun perempuan berhak untuk mendapatkan bagian dari harta 

warisan yang telah ditinggalkan, karena perempuan juga 

merupakan seorang ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 

dari harta warisan yang ditinggalkan, meskipun dengan jumlah 

yang berbeda. 
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 Allah SWT berfirman: 

 ۤۤۤ   ۤۤ ۤۤۤۤۤ ۤۤ  ۤ ۤ

   ۤ ۤ  ۤ ۤۤۤ ۤۤ  ۤ ۤۤۤ  ۤ ۤ

 ۤ ۤ  ۤ ۤۤ ۤۤۤۤۤ  ۤۤۤۤ ۤ ۤ

  ۤۤ  ۤۤ ۤۤۤ ۤۤ  ۤۤۤ ۤ ۤ

 ۤ ۤۤۤۤ    ۤ    ۤۤ ۤ ۤۤ ۤ ۤۤۤ

 ۤۤۤ ۤۤۤ  ۤ ۤۤۤ

 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak 

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan 

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. 

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 

mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi 

wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

bijaksana”.(QS. An-Nisa: 11).
36
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 Di dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa 

seorang anak perempuan juga mendapatkan harta warisan, namun 

bagiannya setengah dari anak laki-laki, atau seorang anak laki-

laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Misalnya: 

jika seorang meninggal, dan ahli warisnya terdiri dari seorang 

anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta yang 

ditinggalkan itu dibagi tiga, dua bagian untuk anak laki-laki dan 

satu bagian untuk anak perempuan. Ketidak samaan tersebut 

karena perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan 

perempuan, laki-laki bertanggung jawab atas nafkah diri dan 

keluarganya, sedangkan perempuan setelah menikah dia menjadi 

tanggung jawab suaminya.
37

  

 Surah An-Nisa ayat 12: 

ۤ  ۤۤ ۤۤ  ۤ ۤ ۤۤۤۤۤ  ۤ ۤ

 ۤۤ   ۤ ۤۤ ۤۤۤۤ ۤۤ ۤۤ

 ۤۤ ۤ ۤ ۤ  ۤ ۤ ۤ ۤ ۤ ۤۤ  ۤ ۤ

  ۤ ۤ ۤ ۤ ۤ  ۤۤۤ ۤ ۤۤ ۤۤۤ
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ۤ ۤۤ  ۤ ۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤۤ   ۤ ۤ

 ۤ   ۤۤ  ۤ ۤ  ۤۤ ۤ ۤ ۤۤ   ۤۤۤ

 ۤ ۤ ۤ  ۤۤۤ  ۤ ۤۤ ۤۤۤۤ ۤ ۤ ۤ

ۤۤ

 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), aka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian 

itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah 

maha mengetahui lagi maha penyantun”. 

 

 Ayat ini menjelaskan berapa jumlah bagian yang diterima 

oleh para ahli waris, namun sebelum pembagian dilakukan 

hendaknya harus terlebih dahulu memenuhi keperluan untuk 
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jenazah, membayarkan hutang, dan menunaikan wasiat orang 

yang telah meninggal. 

 Allah SWT berfirman: 

   ۤ ۤۤ  ۤۤ  ۤۤ ۤ  ۤ ۤ ۤۤۤ ۤ

ۤ  ۤۤ ۤۤۤ  ۤ  ۤ ۤ ۤۤ ۤ ۤۤ ۤ  ۤ  ۤ

  ۤ   ۤ  ۤۤۤ ۤ  ۤ ۤ ۤ  ۤ  ۤ ۤ ۤ

ۤۤۤۤ  ۤ ۤ ۤۤ ۤ  ۤ ۤ ۤۤۤ

 “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 

(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai 

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 

(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 

anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara 

laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. 

Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak 

sesat. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”(QS.An-Nisa: 

176)
38

 

 Kemudian di dalam ayat yang lain Allah SWT juga 

berfirman, dalam surah An-Nisa ayat 13 dan 14 berikut: 
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  ۤ ۤۤۤ ۤۤ ۤ  ۤ ۤۤ ۤۤ

   ۤۤ ۤ ۤۤ ۤ  ۤ  ۤۤ ۤۤ

 ۤ  ۤ  ۤ  ۤ ۤ  ۤ ۤ ۤۤ  ۤۤ

ۤۤ

 “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan 

dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya 

Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir di 

dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan 

itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang 

mendurhakai Allah dan Rasul-nya dan melanggar ketentuan-

ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 

neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang 

menghinakan”. (QS.An-Nisa: 13-14).
39

 

 

2) As-Sunnah 

Selain dari Al-Qur’an, dasar hukum waris yang kedua 

ialah dari hadits  Rasulullah Shallallhu Alaihi Wasallam berikut: 

يۤالن ۤ ۤنۤ اعۤ مۤ هۤ ن ۤ عۤ  اللۤ ۤيۤ ضۤ رۤ ۤاسۤ ب ۤ عۤ ۤنۤ ب ۤۤاللۤ دۤ بۤ عۤ ۤنۤ عۤ  ۤمۤ ل ۤ سۤ وۤ ۤوۤ ي لۤۤ عۤ ۤىۤاللۤ ل ۤ صۤ ۤب 
ۤرۤ كۤ ذۤ ۤلۤ جۤ ۤرۤ ل ۤوۤ ل ۤ وۤ هۤ ف ۤ ۤيۤ قۤ ابۤ مۤ افۤ هۤ لۤ ىۤ أۤ ب ۤۤضۤ ائۤ ر فۤۤ والۤ قۤ ل ۤ :أۤ الۤ قۤ 

 “dari Abdullah bin Abbas Radhiyallhuu Anhuma, dari 

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: berikanlah 

warisan kepada orang yang berhak menerimanya, dan sisanya 

untuk orang laki-laki yang berhak”.
40
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  Dari hadits tersebut Rasulullah SAW memerintahkan agar 

memberikan atau membagikan harta warisan yang ditinggalkan 

oleh seorang pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak 

untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan bagiannya, kemudian sisanya diberikan kepada 

orang laki-laki yang berhak  menerimanya. 

 Misalnya: jika seseorang meninggal dunia, dengan 

meninggalkan ibu, bapak, dan anak perempuan, maka anak 

perempuan mendapatkan seperdua, ibu mendapatkan seperenam, 

dan bapak mendapatkan seperenam. Tersisa satu bagian yaitu 

untuk bapak sebagai ashabah
41

. 

ۤمۤ الۤ قۤ ۤاللۤ دۤ ب عۤۤ ۤنۤ ب رۤۤ ابۤ جۤ ۤنۤ عۤ  ۤ ت أۤۤ فۤ ۤتۤ ضۤ رۤ : ۤدۤ ۤوۤ عۤ ي ۤ ۤصلى الله عليه وسلمۤاللۤ ۤولۤ سۤ رۤ ۤان  ۤن 
ۤصلى الله عليه وسلمۤاللۤ ۤولۤ سۤ ر أۤۤ ضَّۤوۤ ت ۤ ف ۤ ۤ،يَّۤلۤ عۤ ۤيۤ مۤ غۤ أ ۤۤدۤ ق وۤۤ ۤ،انۤ يۤ اشۤ امۤ ه ۤ وۤ ۤ،وۤ عۤ م رۤۤ كۤ ب وۤۤ ب ۤ أ وۤ وۤۤ ىۤ 
ۤيۤ تۤ لۤ قۤ ف ۤ ۤ،وۤ ئ وۤۤ ضۤ وۤ ۤنۤ مۤ ۤيَّۤلۤ عۤ ۤبَّۤصۤ فۤ  كۤۤ اللۤ ۤولۤ سۤ ارۤ : كۤۤ عۤ نۤ صۤ أ ۤۤفۤ يۤ ! ۤفۤ يۤ ؟
ۤ ضۤ قۤ أۤ  ۤمۤ ۤيۤف  َۤ ال  ۤۤ،اثۤ رۤ ي ۤ مۤ الۤ ۤةۤ آيۤ ۤتۤ ل زۤۤ َۤ ۤ تَّّۤ؟ۤ ِۤ ف  َلَ جَ رَ َانَ كَ ن إَ وََ )اءۤ سۤ النيۤرۤ ۤآ

وَ (ۤالآية،ۤ)ةَ َََ ل َكَ َثََ ر وََ ي َ     َ َ َ  َ َ    ۤالآية).ۤ
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 Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: „aku sedang sakit 

lalu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar datang menjengukku, 

keduanya datang dengan berjalan kaki. Sa‟at itu aku sedang 

dalam keada‟an pingsan. Rasulullah SAW kemudian berwudhu 

lalu dia menyiramkan air bekas wudhunya kepadaku dan aku 

katakan, wahai Rasulullah! Apa yang harus aku perbuat? Apa 

yang harus aku putuskan pada hartaku? Sampai turun ayat 

mengenai harta warisan  di akhir surat An-Nisa yang berbunyi, 

“apabila seorang laki-laki mewariskan kalalah,” dan ayat 

“mereka meminnta fatwa kepadamu (wahai Muhammad), 

katakanlah “Allah SWT memberikan fatwa kepada kalian 

mengenai kalalah‟.”(Mutafaqun alaih).
42

 

َۤدثناأبي ۤسعيدالموي، ۤبن ۤيحيى َۤدثنامحمدبنَۤدثناسعيدبن ،
ۤقالۤرسولۤالل ۤعنۤأبيۤىريرة، دثناأبوسلامة، ۤمنۤتركماصلى الله عليه وسلمعمروَ لۤ،ۤ:

ۤ.فلأىلو،ۤومنۤتركۤضياعا،ۤفإل
 “Sa‟id bin Yahya bin Sa‟id Al Umawi menceritakan 

kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia 

berkata, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang 

meninggalkan harta (karena meninggal dunia), maka harta itu 

untuk keluarganya, tapi barang siapa yang meninggalkan 

keluarga yang tidak memiliki apapun (karena meninggal dunia), 

maka mereka menjadi tanggunganku.
43

 

 

 

                                                             
42

 Muhammad Nasiruddin Al-Albani, “Shahih Sunan Ibnu Majah”, 

Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 

Cet. 1, h. 542  
43

 Muhammad Nasiruddin Al-Albani, “ Shahih Sunan Tirmidzi”, 

Penerjemah:Fachrurazi, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2006), Cet. 1, h. 623  



50 
 

3)  Ijma dan Ijtihad  

 Meskipun Al-Qur’an dan hadits sudang sangat rinci 

memberikan penjelasan mengenai pembagian harta warisan 

tersebut, namun dalam beberapa hal masih memerlukan ijma dan 

ijtihad dari para sahabat dan para ulama mujtahid, tentang hal-hal 

yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi, seperti, 

mengenai warisan banci, diberikan kepada siapa jika harta 

warisan tidak habis terbagi, bagian ibu, apabila hanya bersama 

dengan ayah dan suami, atau istri dan sebagainya.
44

   

 Selain dari yang telah disebutkan di atas, masih banyak 

permasalahan-permasalahan yang lain yang juga belum 

dijelaskan bail dalam Al-Qur’an Maupun Hadits, sehingga 

jelaslah bahwa ijma dan ijtihad itu sangat diperlukan dalam 

berbagai hukum Islam, tidak terkecuali masalah waris. Seperti 

pembagian muqasamah (bagi rata) dalam masalah al-Jaddu wal-

Ikhwah (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), 

pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia 

dalam masalah wasiat wajibah, pengurangan dan penambahan 
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bagian para ahli waris dalam masalah aul dan radd, pembagian 

tsulutsul baqi (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama ayah 

dan suami atau istri dalam masalah gharawain, dan lain 

sebagainya.
45

  

D. Hukum Belajar dan Mengajarkan/Mengamalkan Ilmu 

Waris 

       Sebelum masuk kepembahasan tentang bagaimana hukum 

belajar dan mengajarkan ilmu waris, perlu kita fahami tentang 

bagaimana hukumnya menuntut ilmu secara umum dan juga 

mengajarkannya berdasarkan al-Qur’an dan juga hadits. 

 Allah SWT berfirman: 

 ....ۤ ۤ ۤ  ۤ ۤ   ۤۤ....   

 “...Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?...”(QS. 

Az-Zumar: 11) 

 Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa 

orang-orang yang mempunyai ilmu itu tidak sama dengan orang 

yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, hal ini menunjukkan 

bahwa umat Islam khususnya wajib untuk belajar serta mencari 
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ilmu pengetahuan baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. 

sehingga dijelaskan pula di dalam ayatnya yang lain bahwa Allah 

SWT akan meninggikan drajat orang-orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan, sebagai mana firman Allah dalam (QS. Al-

Mujadalah:11) berikut: 

 Allah SWT berfirman: 

...ۤۤ ۤ ۤ ۤ  ۤۤ   ۤ......  

 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat”. (QS. Al-Mujadalah:11).
46

 

 Rasulullah SAW bersabda: 

ۤ ََّاۤ وۤۤ  ۤ ذۤ ِۤ ا ۤۤهۤ ذۤ ِۤ ا ۤۤنۤ مۤ ،فۤ مۤ لۤ عۤ لۤ وااث رَّۤۤاوۤ نَّّۤ ا،ۤاۤ ه ۤ ر دۤۤ لۤ ۤاوۤ ارۤ نۤ ي ۤ ادۤ وۤ ث  رۤيوۤۤ ي ۤ ۤل ۤ اءۤ ي بۤ َۤۤ الۤ  ۤرۤ افۤ وۤ ۤظۤ ب 
 “Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar 

ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa 

yang mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang 

sempurna.” (H.R Tirmidzi dan Abu Daud).
47

 

Dalam hadits lain juga dikatakan: 

“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim”. (H.R 

Ibnu Majah).
48
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Sebagaimana kita ketahui bahwa wajib bagi seorang 

muslim untuk mencari ilmu, dan juga mengamalkannya, baik 

ilmu dunia maupun ilmu akhirat, tidak terkecuali dengan ilmu 

faraid. Ilmu faraidh merupakan salah satu ilmu yang harus untuk 

dipelajari khusunya buat kaum muslimin, karena ilmu faraidh 

selain menjelaskan tentang bagian-bagian yang didapatkan para 

ahli waris juga menjelaskan segala permasalahan yang bisa 

terjadi, tidak hanya menjelaskan siapa yang berhak dan siapa 

yang kemudian tidak berhak mendapatkan bagian dari harta 

warisan.  

 Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut agar 

dikalangan kaum muslimin khusunya dalam ruang lingkup 

keluarga tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan 

masalah pembagian harta warisan, yang kemudian bisa 

menyebabkan perpecahan/keretakan dalam hubungan 

kekeluargaan kaum muslimin, karenanya belajar dan 
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mengajarkan ilmu waris itu wajib bagi kaum muslimin baik laki-

laki maupun perempuan.
49

 

 Setiap muslim tidak hanya diperintahkan untuk 

mempelajari ilmu faraidh, tetapi juga harus mengajarkannya 

kepada orang lain. Karena dengan mempelajari dan mengajarkan 

ilmu faraidh diharapkan bisa menjamin bahwa harta warisan 

diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima harta 

warisan tersebut, dan terhindar dari orang-orang yang berniat 

merebut atau merampas harta warisan dengan cara yang batil 

seperti kebiasaan orang-orang kafir yang senantiasa merebut 

harta warisan yang bukan menjadi hak mereka.
50

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat 

Al-Fajr: 19 berikut: 

  ۤ  ۤ ۤ ۤۤۤ
  “Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara 

mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)”(QS. Al-Fajr: 

19).
51

 

 

                                                             
49

 Suhrawardi  K Lubis dan Komis Simanjuntak, “Hukum Waris 

Isalm”,..., h. 1 
50

 Yusuf Somawinata, “Ilmu Faraidh”,..., h. 3 
51

 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an  Kementrian Agama RI 

“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,...h. 593 



55 
 

Allah SWT berfirman: 

    ...ۤ     ۤۤ ۤ ۤۤ ۤۤۤۤۤۤ... 

 “Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah SWT. (QS. An-

Nisa:11).
52

 

 Jika manusia tidak mengetahui siapa yang lebih banyak 

manfaatnya ini menunjukkan kebodohan yang parah, bagaimana 

ada orang tidak mengetahui siapa orang yang paling dekat serta 

lebih banyak manfaatnya, sehingga Allah katakan “ini adalah 

ketetapan Allah”, artinya Allah menetapkan bahwa hal itu wajib 

disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dari ketentuan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu faraid 

hukumnya fardhu, namun fardhu kifayah. Maka sesuatu yang 

memembuat kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka 

iapun wajib. Allah telah menetapkan pembagian harta warisan 

sesuai yang difirmakannya maka kita wajib mempelajari cara 

pembagiannya.
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 Rasulullah saw bersabda: 

 َۤ ا ۤف إ َ َّه  ۤت ۤمَّۤأ ۤۤنۤ مۤ ۤعۤ ز نۤ ۤ اي ۤ مۤ ۤلۤ وَّۤأ ۤۤوۤ ََّإۤۤ ،ۤوۤ مۤ لۤ عۤ الۤ ۤفۤ صۤ ت  ع لَّم واال ف ر ائ ض 
 “Pelajarilah fara‟id, karena sesungguhnya itu adalah 

separuh ilmu, dan sesungguhnya ia adalah  ilmu yang pertama 

kali dicabut dari umatku”. (H.R Tirmidzi).
54

 

 Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan tentang 

pentingnya mempelajari ilmu waris, Rasulullah saw bersabda: 

ۤ أۤ ي ۤۤنۤ أ ۤۤكۤ شۤ وۤ ،ۤأۤ اسۤ االنَّۤوىۤ مۤ لَّۤعۤ وۤ ۤضۤ ائۤ ر فۤۤ الۤ وۤ ۤآنۤ ر قۤۤ واالۤ مۤ لَّۤعۤ ت ۤ  ۤانۤ م زۤۤ ۤاسۤ ىۤالنَّۤلۤ عۤ ۤت 
ۤۤنۤ لا ۤجۤ الرَّۤۤمۤ صۤ تۤ ي ۤ  ۤامۤ هۤ ن ۤ ي ۤ ب ۤ ۤلۤ صۤ فۤ ي ۤ ۤنۤ مۤ ۤانۤ دۤ ي ۤ لا ۤفۤ ۤةۤ ضۤ ي رۤ فۤۤ ۤالۤ ف 

 “Pelajarilah al-Qur‟an dan fara‟id dan ajarkanlah 

kepada manusia, karena hampir tiba kepada manusia suatu 

zamann dimana ketika ada dua orang yang berselisih tentang 

pembagiian warisan, maka keduanya tidak menemukan orang 

yang dapat memutuskan diantara mereka berdua.” (HR. At-

Thabrani). 

 Dari dalil tersebut maka semakin jelaslah bahwa belajar 

dan megajarkan ilmu faraid itu adalah suatu keharusan karena 

perkara waris itu pasti dialami oleh setiap manusia, dan agar bisa 

menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat 

dengan didasarkan pada ilmu, dan bukan menduga-duga. 

                                                             
54

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Baari”, Jilid 32, Penerjemah; 

Gaziroh Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. 1, h. 502 



57 
 

 Sebagaimana dikatakan oleh Uqbah bin Amr dalam bab 

mengajarkan ilmu faraid, “pelajarilah sebelum menduga-duga” 

maksudnya orang-orang yang berbicara berdasarkan dugaan. 

Sedangkan jika pembahasannya hanya berdasarkan duga’an tidak 

akan melahirkan keteraturan. Ibnu al-Manayyar berkata, “Imam 

Bukhari mencantumkan perkataan Uqbah ini terkait dengan 

pembahasan faraid, karena ungkapan ini lebih menyeluruh 

daripada yang lain, karena faraid telah ditentukan jumlah dan 

bagian masing-masingnya.
55

 

E. Asas-Asas Hukum Waris 

       Dalam hukum waris berlak suatu asas, bahwa hanyalah hak-

hak dan kewajiban mengenai hukum kekayaan harta benda saja 

yang dapat diwariskan. Asas ini mengandung arti bahwa 

hanyalah yang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat 

diwariskan. Sedangkan yang sifatnya kekeluargaan atau 

kepribadian seperti hak sebagai seorang suami atau seorang ayah 

tidak dapat diwariskan.
56
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 Hukum kewarisan Islam, sebagai hukum yang 

bersumberkan wahyu mempunyai asas-asas sendiri yang 

diantaranya ada asas yang dibuat oleh manusia. Namun demikian 

karena yang sifatnya berbeda dalam jenisnnya, hukum kewarisan 

Islam mempunyai coraknya tersendiri, asas-asas hukum 

kewarisan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum 

Islam.
57

  

Asas-asas hukum kewarisan tersebut antara lain adalah: 

a) Asas Ijbari 

           Secara etimologis ijbari mengandung makna paksaan, 

yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal 

hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang 

telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup 

dengan sendirinya, artinya hal itu terjadi tanpa harus adanya 

perbuatan hukum atau pernyataan dari si pewaris, bahkan ketika 

si pewaris masih hidup tidak berhak menghalangi terjadinya 

peralihan harta warisan tersebut.
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 Dari pengertian tersebut artinya apabila seseorang 

meninggal dunia maka harta warisan secara otomatis beralih 

kepada para ahli waris, dan hal tersebut tidak dapat ditolak oleh 

pewaris. 

 Menurut Juhaya S. Praja Asasij dari pengertian tersebut 

artinya apabila seseorang meninggal dunia maka harta warisan 

secara otomatis beralih kepada para ahli waris, dan hal tersebut 

tidak dapat ditolak oleh pewaris.bari hukum Islam dapat dilihat 

dari tiga segi, yaitu: 

 Pertama, peralihan harta setelah seseorang meninggal 

dunia sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 7  

  ۤۤ ۤۤ    ۤ  ۤ    ۤۤ ۤۤ

   ۤ  ۤۤ ۤۤۤۤۤ ۤ ۤۤۤ

 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bbagi orang wanita 

ada hak bagian pula dari dari hharta peninggalan ibu bapak dan 

kerabatnya baik sedikit ataupuun banyak menurut bagian yang 

telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).
59
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 Kedua, jumlah harta bagi masing-masing sudah 

ditentukan. Dan yang ketiga  adalah kepastian mereka yang 

berhak menerima harta warisan, yakni mereka yang mempunyai 

hubungan darah dan atau ikatan perkawinan dengan pewaris.
60

 

 Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam, tidak berarti 

memberat ahli waris. Jika seorang pewaris meninggalkan hutang 

yang jumlahnya lebih besar dari pada harta warisan yang 

ditinggalkan maka ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi 

atau membayarkan hutangnya.
61

 

b) Asas Bilateral 

           Menurut hazairin asas bilateral  jika dikaitkan dengan 

garis keturunan bererti kesatuan kekeluargaan dengan 

menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu ataupun bapak. 
62

 

 Asas bilateral mengandung arti bahwa seseorang 

menerima harta warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak 

keluarga keturunan laki-laki dan dari pihak keluarga keturunan 
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perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa 

ayat 7, 11, 12 dan ayat 176.
63

 

 Artinya setiap ahli waris baik laki-laki maupun 

perempuan berhak untuk mendapakan harta warisan baik dari 

keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki tanpa 

memandang jenis kelamin. 

c)  Asas Individual 

           Pengertian asas individual adalah setiap ahli waris (secara 

individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait 

dengan ahli waris yang lainnya. Dengan demikian bagian yang 

didapatkan ahli waris dari harta yang ditinggalkan seorang 

pewaris dimiliki secara perorangan (individu) dan tidak ada 

sangkut pautnya dengan ahli waris yang lain. Sebagaimana telah 

ditentukan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 7 yang 

menentukan bagian masing-masing ahli waris.
64

 

 Namun bentuk kewarisn kolektif yang ada dalam 

masyarakat tertentu, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu 
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tidak dibenarkan karena dikhawatirkan terdapat harta anak yatim 

yang termakan, sedangkan memakan harta anak yatim merupakan 

perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.
65

 

d)  Asas Keadilan Berimbang 

           Kata adil adalah kata bahasa Indonesia yang diambil dari 

bahasa arab al-adlu, hubungannya dengan masalah waris adalah 

kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan 

keperluan dan kegunaannya.
66

 

 Sebagaimana kita ketahui adil itu tidak harus sama, adil 

adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sama belum tentu 

adil. Dalam hukum waris Islam bagian laki-laki  dan perempuan 

itu tidaklah sama, yaitu 2:1 atau bagian laki-laki itu dua kali 

bagian perempuan. Dan ini merupakan keadilan dalam hukum 

Islam, dimana keperluan dan kewajiban laki-laki itu lebih besar 

dibanding dengan perempuan. 
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e)  Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian 

           Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya 

peralihan harta warisan hanya terjadi semata-mata disebabkan 

adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat 

beralih selama orang tersebut masih hidup. Meskipun ia berhak 

untuk mengatur hartanya, namun itu hanya berlaku selama ia 

masih hidup, namun jika pemilik harta tersebut telah meninggal 

dunia hal itu tidak berlaku.
67

 

 Peralihan harta kepada orang lain yang merupakan 

kewarisan itu terjadi  apabila orang yang mempunyai harta 

meninggal dunia, harta seseorang tidak dapat beralih kepada 

orang lain dengan sebutan harta warisan selama orang yang 

mempunyai harta tersebut masih hidup, asas ini sekaligus 

menolak asas kewarisan testamen yang dianut dalam asas 

kewarisan  hukum perdata Barat.
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